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TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, 
m aka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Karanganyar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa un tuk  m aksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Propinsi Jaw a Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan kedua a tas Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan an tara  Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran . 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
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23. Peraturan Daerah^ Kabupaten Karanganyar Nomor 14 
Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 
Nomor 14);

i

24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2);

i
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3

Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2014 Nomor 3); !

MEMUTUSKAN |

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2014.

Pasal I
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2014 sem ula berjumlah Rp. 1.657.433.618.000,00 bertambah 
sejumlah Rp 101.304.916.000,00 ‘sehingga menjadi 
Rp 1.758.738.534.000,00 dengan rincian sebagai b e rik u t:

1
1. Pendapatan

a. Semula Rp 1.466.049.795.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp 41.421.621.000,00

Jum lah Pendapatan
setelah Perubahan Rp 1.507.471.416.000,00

i

2. Belanja
a. Semula Rp 1.657.433.618.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp 101.304.916.000,00

Jum lah Belanja 
setelah Perubahan

Surplus/(Defisit) 
setelah Perubahan

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)Rp

Jum lah  Penerimaan 
setelah Perubahan

Rp 1 /758 .738 .534 .000 ,00

Rp (251.267.118.000,00)

1 ' ' i

Rp 198 .124 .823 .000 ,00  
60 .133 .295 .000 ,00

Rp 258 .258 .118 .000 ,00
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b. Pengeluaran.
1) Semula Rp 6.741.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)Rp 250.000.000,00

Jum lah Pengeluaran
setelah Perubahan Rp 6.991.000.000,00

Jum lah  Pembiayaan netto
setelah Perubahan Rp 251.267.118.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran
Setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran peraturan ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 m erupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penem patannya 
dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 26 Agustus 2014

BUPATI KARANGANYAR

1 (Wv-
JULiYATMONO

Diundangkan di Karanganyar 
Pada tanggal <S cAc/*

^/SEKRETARIS DAERAH KA& ^GANYAR

BERITA DAERAH
SAMSl/

IPATEN KARANGANYAR 2014 NOMOR 39

Telah dikoordinasikan

Pejabat Paraf

1. Assisten Administrasi

2. Kepala DPPKAD
X -3. Kepala Bidang Anggaran V

i
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%1 b. Pengeluaran
*"'* 1) Semula Rp 6.741.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)Rp 250.000.000,00

Jum lah Pengeluaran
setelah Perubahan Rp 6.991.000.000,00

Jum lah  Pembiayaan netto
setelah Perubahan Rp 251.267.118.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran
Setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran peraturan ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 m erupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar . setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penem patannya 
dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 26 Agustus 2014

BUPATI, KARANGANYAR
iI (iwt—

*/JUljYATMONO^

Diundangkan di Karanganyar 
Pada tanggal $  &0 ('Y

SEKRETARIS DAERA

BERITA DAERAH

NGANYAR

ATEN KARANGANYAR 2014 NOMOR 39
fr


